KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENYELIDIKI KASUS 
DUGAAN KORUPSI DANA BAGI HASIL PAJAK GALIAN C 
KABUPATEN DONGGALA
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Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi
 Dana Bagi Hasil (DBH)
 Pajak Galian C sebesar 10 persen di Kabupaten Donggala dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp631,5 juta. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, AKBP Hari Suprapto mengatakan penyaluran DBH Pajak Galian C perusahaan penggalian itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Donggala dan pejabat Desa Pakava di Kecamatan Rio Pakava.

Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, pemerintah Desa Pakava ternyata tidak pernah mengajukan permohonan dan penerimaan DBH Pajak Galian C sebesar 10 persen dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Meski tidak ada pengajuan, namun ada aktivitas penyaluran dan penerimaan DBH Pajak Galian C yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Kabupaten Donggala dan oknum pejabat Desa Pakava selama periode tahun 2013 hingga 2014.

Penyidik Polda Sulawesi Tengah mencatat adanya penyaluran DBH Pajak Galian C selama empat kali pada tahun 2013-2014. Pada tanggal 8 Maret 2013 terdapat penyaluran sebesar Rp139,4 juta, disusul pada tanggal 28 Mei 2013 dengan penyaluran dana sebanyak Rp130,4 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2013 terdapat penyaluran dana sebesar Rp87,5 juta, dan terakhir pada tanggal 3 Maret 2014 sebanyak Rp274,2 juta, sehingga secara keseluruhan aliran dana gelap tanpa sepengetahuan pejabat berwenang itu mencapai Rp631,5 juta.

 Setelah memiliki alat bukti cukup, penyidik Polda Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan dua tersangka yakni Sekretaris Desa Pakava Sutrisno, dan Rahman yang merupakan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Kabupaten Donggala.  Penetapan ke dua tersangka setelah penyidik memiliki beberapa alat bukti. Sebelumnya, mereka adalah saksi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/1/2015).
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Catatan:

· Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau yang sering disebut Pajak Galian C. Pengaturan terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam:
1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PP No.91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yg Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
3. Perda tentang Pajak Daerah;
· Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit; granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer; nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
· Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:
1. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
2. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
· Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
· Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
� Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).


� Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).
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